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Abstrak
 

Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam

lingkungan Peradilan Tata Usaha Ncgara/Penelitian ini adalah peneiitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tctap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali

adaiah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24

Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke hakiman menyatakan terhadap putusan

Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Di dalam penelitian diketemulam putusan

Mahkamah Agung yang mengabulkan perrnohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di

dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah

Surat Edaran . Mahkamah. Agung No.I0 tentang Pengajuan Pennohonan Peninjauan Kembali yang

menyatakan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila 'terdapat dua

putusan Peninjauan Kembali yangbertentangan satu dengan yang lain.

<hr><i>Research in this thesis is on the judicial review of judicial review within the State Administrative

Court. This research is a normative legal research using library research approach. According to Article 132

of Law No. 5 of 1986 regarding the State Administrative Tribunal that the decision has gained legal force

that can still be filed to the Supreme Court judicial review. Judicial review is a form of extraodinary legal

remedies against court decisions that have obtained legal binding ,and the parties concerned may submit the

review to the Supreme Court, if there are any matters or .circumstances specified in statute. According to

Article 24 2Paragraph (2) of Law No.48 of 200Q on Judicial Power states against the decision of judicial

review can not be judicial review.In the study found that the decision of the Supreme Courl·grairted judiCial

review againSt the.decision of jad.icial review in the State Administrative Court. The legal basis used was

the pdge in the case of Supreme Court Circular Letter No.lO of Filing Petition stating pdicial review judicial

review judicial review against the decision can be a.x:epted if there are two judidal review decisions that

contradict each other.</i>
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